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Abstrak
 

Terdapat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden

No.13/2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Melihat dari

ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa Organ Yayasan tidak boleh menerima

keuntungan, sementara Pemilik Manfaat sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi Pemilik Manfaat dari

Yayasan, hal ini tentu bertentangan dikarenakan Organ Yayasan tidak diperbolehkan menerima manfaat apa

pun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk

preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-

undangan terhadap suatu masalah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil

penelitian menyatakan bahwa beberapa kriteria dalam menetapkan Pemilik Manfaat bertentangan dengan

Undang-Undang Yayasan dan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan efektif sehingga terbentuk

suatu batasan dalam penentuan Pemilik Manfaat . Pada hakikatnya Pemilik Manfaat dalam AHU online

tidak mudah di akses oleh semua pihak, akibatnya prinsip transparansi tidak terlaksana secara maksimal dan

masih memberikan celah. Perlu dipahami bahwa memang tidak dimungkinkan suatu Peraturan dapat efektif

sepenuhnya dalam menangani permasalahan hukum di Indonesia. Saran yang dapat diberikan dalam

penelitian ini adalah diperlukannya tinjauan dan pembaharuan hukum Pemilik Manfaat dalam Yayasan agar

terciptanya Peraturan yang lebih baik dan efektif.

......There is a discrepancy in Foundation Law Number 28 of 2004 and Presidential Regulation No.13/2018

concerning the Application of the Principle of Benefits from Corporations in the Context of Preventing and

Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. Looking at the provisions in the

Foundation Law which states that Foundation Organs may not receive profits, temporarily Beneficial Owner

itself aims to identify the Beneficial Owner of the Foundation, this is of course contradictory because

Foundation Organs are not allowed to receive any benefits. The research method used is doctrinal research

with a prescriptive research typology, which is research that provides direction on legal theory and statutory

regulations on a problem and provides solutions to resolve the problem. The results of the research state that

there are several criteria in determining Beneficial Owner contrary to the Foundation Law and cannot be

implemented as a whole and effectively until a limitation is formed in the determination Beneficial Owner .

In reality Beneficial Owner in AHU online is not easily accessed by all parties, as a result the principle of

transparency is not implemented optimally and still provides gaps. It needs to be understood that it is not

possible for a regulation to be completely effective in dealing with legal problems in Indonesia. Suggestions

that can be given in this research are the need to review and update related laws Beneficial Owner within the

Foundation to create better and more effective regulations.
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